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PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan  informasi publik dan  meningkatkan
keterbukaan informasi publik dalam pengawasan
pelayanan publik;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Nomor
16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Ombudsman tentang Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6143);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 247);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
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8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Informasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

9. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan
Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara
serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

secara elektronik atau nonelektronik.
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Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dan
termasuk di dalamnya Informasi eletronik dan/atau
dokumen elektronik.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah proses
pengelolaan penerimaan, penyusunan, pemeliharaan,
penggunaan, dan penyajian informasi dan dokumentasi
secara sistematis.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
Informasi di Ombudsman.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan
Ombudsman ini.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaan Ombudsman,
tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik
diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
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Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga mnegara lainnya

berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

KEWAJIBAN OMBUDSMAN DALAM PELAYANAN INFORMASI

Pasal 2

Ombudsman wajib:

a.

menetapkan peraturan mengenai standar operasional
prosedur layanan Informasi Publik;

membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara
baik;

menunjuk dan mengangkat Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi dan PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta wewenangnya,;

menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi
layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik termasuk meja Informasi dan situs resmi;
menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi
Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar
Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik dalam
kewenangannya;

menyediakan dan memberikan Informasi Publik

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Ombudsman ini;
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memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan
Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada
Komisi Informasi; dan

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan layanan Informasi Publik.

BAB III

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(3)

(4)

Bagian Kesatu

Struktur

Pasal 3
Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
terdiri atas:
a. Pembina PPID;
b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; dan
c. PPID;
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdiri atas:
a Atasan PPID;
b. PPID Utama;
c. PPID Perwakilan;
d. Perangkat PPID; dan
e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan.
Bagan Struktur Tim Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.
Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman.



(1)

2020, No.1283

Bagian Kedua

Pembina PPID

Pasal 4

Pembina PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a dijabat oleh Ketua Ombudsman.

Pembina PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertugas:

a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses
publik di lingkungan Ombudsman;

b. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas
informasi yang dikecualikan di lingkungan
Ombudsman;

c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan

Ombudsman.

Bagian Ketiga

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Pasal 5

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dijabat oleh

Anggota Ombudsman.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bertugas:

a. membantu membahas dan memberikan
pertimbangan atas jenis Informasi yang dikecualikan
di lingkungan Ombudsman;

b. membantu membahas dan memberikan
pertimbangan serta menangani/menghadiri proses
dan prosedur penyelesaian sengketa Informasi; dan

Cc. mengawasi, mengevaluasi, membahas, dan
memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan
yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi

Publik di lingkungan Ombudsman.
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Bagian Keempat

PPID

Pasal 6
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Ombudsman
diselenggarakan oleh PPID.
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab secara berjenjang kepada Pembina PPID sesuai

dengan struktur.

Bagian Kelima

Atasan PPID

Pasal 7

Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.

Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di
lingkungan Ombudsman;

b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait
manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik di lingkungan Ombudsman;

c. mengevaluasi  kinerja, struktur, dan  para
penanggung jawab akses Informasi Publik di
lingkungan Ombudsman; dan

d. memastikan manajemen pengelolaan Informasi
Publik di Ombudsman telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina

PPID.
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Bagian Keenam

PPID Utama

Pasal 8

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro yang menangani

urusan Hubungan Masyarakat.

PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

a.

merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,
mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Ombudsman;

menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit
kerja di lingkungan Ombudsman;

menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang
termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi
yang terbuka untuk publik;

membantu menyelesaikan sengketa pelayanan
Informasi Publik di lingkungan Ombudsman;
menyiapkan bahan dan membantu melakukan
pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina
PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
dan

membuat dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan

sekali atau sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), PPID Utama dibantu oleh Perangkat PPID.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), PPID Utama bertanggung jawab kepada Atasan
PPID.
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Bagian Ketujuh
PPID Perwakilan

Pasal 9

PPID Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf c dijabat oleh Kepala Perwakilan

Ombudsman.

PPID Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

a.

mengumpulkan, mendokumentasikan, dan
menyediakan Informasi Publik yang berada di
lingkungan Perwakilan Ombudsman;

menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi
Publik di lingkungan Perwakilan Ombudsman untuk
disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6
(enam) bulan sekali;

melaksanakan pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Perwakilan Ombudsman;

melaksanakan pengujian konsekuensi bersama- sama
dengan PPID Utama;

menyiapkan buku register permintaan Informasi
Publik kepada publik dan buku register pengajuan
keberatan;

membuat dan = menyertakan  alasan @ tertulis
pengecualian Informasi Publik, dalam hal permintaan
Informasi Publik ditolak;

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik;

mengembangkan kapasitas Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Perwakilan untuk peningkatan kualitas
layanan Informasi Publik;

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan  pelayanan  Informasi  Publik di
lingkungan Perwakilan Ombudsman; dan

membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan

pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perwakilan
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Ombudsman dan menyampaikannya kepada PPID
Utama.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PPID Perwakilan dibantu oleh Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Perwakilan.
PPID Perwakilan dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab
kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.
Format buku register permintaan Informasi Publik dan
buku register pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Ombudsman ini.
Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik di
Perwakilan Ombudsman, PPID Perwakilan berkoordinasi
dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa

Informasi Publik dimaksud.

Bagian Kedelapan

Perangkat PPID

Pasal 10

Perangkat PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf d berada di bawah PPID Utama.

Perangkat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. Pengelola Pelayanan Informasi, mempunyai tugas
membantu dalam pengelolaan dan pelayanan
informasi;

b. Pengelola Data dan Dokumentasi, mempunyai tugas
membantu dalam pengumpulan, pengelolaan, serta
penyimpanan data dan dokumentasi;

c. Pengelola Sistem Informasi, mempunyai tugas
pengelolaan, publikasi, serta membangun sistem
informasi dan dokumentasi; dan

d. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan

Konsultasi Hukum, mempunyai tugas
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menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik
dan konsultasi hukum terkait pelayanan Informasi
serta dokumentasi;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perangkat PPID bertanggung jawab kepada
PPID Utama.

Bagian Kesembilan

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan

Pasal 11
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e
berada dibawah PPID Perwakilan.
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh PPID
Perwakilan.
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan
mempunyai tugas membantu pengelolaan dan pelayanan
Informasi di Perwakilan Ombudsman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Perwakilan bertanggung jawab kepada PPID Perwakilan.

BAB IV
INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
Informasi di lingkungan Ombudsman terdiri atas:
a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala;
b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara
serta merta;

c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
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d. Informasi yang dikecualikan.

Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib:

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar;

b. mudah dipahami; dan

c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang
digunakan penduduk setempat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disebarluaskan antara lain melalui:

a. papan pengumuman;

b. laman resmi (website);

c. media sosial; dan/atau

d. media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

memperhatikan aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas.

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit

dilengkapi dengan audio dan braille.

Bagian Kedua

Informasi Publik yang Wajib disediakan dan diumumkan

secara Berkala

Pasal 13

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf a paling sedikit terdiri atas:

a.

NN S T

profil Ombudsman;

rencana program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan;

laporan akuntabilitas kinerja;

laporan keuangan;

laporan akses Informasi Publik;

peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang

mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
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g. Informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh
Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan
serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;

h. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

pelanggaran dilakukan oleh pegawai di lingkungan

Ombudsman;
i.  Informasi pengadaan barang/jasa; dan
j- Informasi prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di lingkungan Ombudsman.

Bagian Ketiga

Informasi Publik yang Wajib diumumkan secara Serta Merta

Pasal 14
Ombudsman wajib mengumumkan secara serta merta suatu
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum yang merupakan kewenangannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Informasi Publik yang Wajib Tersedia setiap Saat

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Ombudsman, tidak termasuk Informasi yang
dikecualikan;

b. hasil keputusan Ombudsman dan pertimbangannya;

c. seluruh kebijakan yang ada Dberikut dokumen
pendukungnya;

d. rencana strategis dan rencana kerja termasuk di
dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Ombudsman;

e. perjanjian Ombudsman dengan pihak ketiga;

f.  Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh
Ombudsman dalam pertemuan yang terbuka untuk

umum;
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prosedur kerja Ombudsman yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau

laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kelima

Daftar Informasi Publik

Pasal 16

Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta
merta, yang wajib tersedia setiap saat beserta rinciannya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan
Pasal 15 ditetapkan dalam  Keputusan Ketua
Ombudsman.

Format Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Ombudsman ini.

Bagian Keenam

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 17

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d bersifat rahasia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan kepentingan umum.
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada

pemohon dapat:

1. menghambat proses penegakan hukum;

2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas

kekayaan intelektual dan perlindungan dari

persaingan usaha tidak sehat;
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3. membahayakan pertahanan dan keamanan
negara;

4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang
dilindungi;
merugikan ketahanan ekonomi nasional;
merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
dan/atau

7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang,
dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas
persetujuan yang bersangkutan dan
pengungkapannya berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan publik;

b. nota dinas atau surat yang menurut sifatnya
dirahasiakan;

c. data dan informasi serta kebijakan atau peraturan
yang masih dalam proses pengolahan dan
penyelesaian; dan/atau

d. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan Pengujian
Konsekuensi dengan seksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya.

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan alasan
pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap Informasi Publik yang diusulkan
oleh PPID Utama, PPID Perwakilan atau unit kerja di
lingkungan Ombudsman, baik secara berkala maupun

karena adanya permintaan.
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Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh PPID Utama dan PPID Perwakilan
dengan bantuan Perangkat PPID dan/atau unit kerja
terkait.

Hasil pengujian konsekuensi ditetapkan oleh PPID Utama

dan PPID Perwakilan atas persetujuan Atasan PPID.

BAB V
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemohon

Pasal 19

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon

berhak:

a.

mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis
dan/atau tidak tertulis disertai alasan permintaan
Informasi Publik;

mendapatkan pelayanan oleh PPID;

mendapatkan salinan  Informasi  Publik  sesuai
permintaan, selain Informasi yang dikecualikan; dan

mengajukan keberatan atas pelayanan Informasi.

Pasal 20

Dalam mengajukan permintaan Informasi Publik, Pemohon

berkewajiban:

memenuhi syarat dan prosedur permintaan Informasi;
menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung
jawab; dan

mencantumkan sumber Informasi Publik sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan

Pasal 21
Permintaan Informasi Publik dapat diajukan oleh:
a. warga negara Indonesia; dan
b. badan hukum Indonesia;
Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang
cakap di hadapan hukum.
Dalam hal Permintaan Infomasi Publik dikuasakan
kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa
khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Ombudsman wajib menyediakan sarana dan prasarana
permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan
aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia
secara:
a. tertulis; dan/atau
b. tidak tertulis.
Permintaan Informasi Publik secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan melalui:

surat;

a
b. surat elektronik;

0

daring; atau

o

sarana lain sesuai perkembangan teknologi yang

dibuat oleh Ombudsman.
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Permintaan Informasi Publik secara tidak tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

diajukan melalui:

a. tatap muka;

b. telepon; dan/atau

c. sarana lain sesuai sesuai perkembangan teknologi
yang dibuat oleh Ombudsman.

Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan kepada PPID dengan memuat:

a. nama Pemohon;

o

alamat Pemohon;

salinan identitas Pemohon;

o o

nomor telepon;
alamat surat elektronik;
rincian Informasi yang dimohonkan;

tujuan penggunaan Informasi;

5@ oo

cara memperoleh Informasi;

=

cara mendapatkan salinan Informasi; dan

j-  tanggal permintaan Informasi.

Salinan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf ¢ berupa:

a. salinan kartu tanda penduduk/tanda bukti identitas
diri lain dalam hal Pemohon merupakan warga
negara indonesia; atau

b. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
serta pengesahan organisasi berbadan hukum
berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam
hal Pemohon merupakan badan hukum Indonesia.

Dalam hal permintaan Informasi Publik diajukan secara

tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, PPID wajib mencatat permintaan dalam formulir

permintaan Informasi Publik.

Formulir permintaan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Ombudsman ini.
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Pasal 23

Perangkat PPID memberikan tanda bukti permintaan

Informasi Publik berupa nomor pendaftaran kepada Pemohon

Informasi Publik setelah formulir permintaan Informasi Publik

diterima oleh PPID.

Pasal 24

PPID wajib menanggapi permintaan Informasi Publik
melalui pemberitahuan tertulis maupun pemberitahuan
tidak tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permintaan diterima.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. permintaan Informasi Publik diterima;
b. permintaan Informasi Publik ditolak; dan
c. perpanjangan waktu pemberitahuan permintaan

diterima atau ditolak.
Apabila PPID Utama atau PPID Perwakilan dalam
menanggapi permohonan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membutuhkan perpanjangan
waktu, PPID Utama atau PPID Perwakilan harus
memberitahukan secara tertulis permintaan Informasi
Publik dapat diterima atau ditolak paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
Dalam hal permintaan Informasi Publik diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam
surat pemberitahuan dicantumkan:
a. materi Informasi yang diberikan;
b. format Informasi;
c. salinan digital (softcopy) atau data tertulis; dan
d. Dbiaya yang dibutuhkan.
Dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam
surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
terhadap permintaan Informasi Publik yang ditolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat

Pengajuan Keberatan

Pasal 25

Setiap Pemohon Informasi Publik atau kuasanya dapat

mengajukan keberatan dalam hal:

a. penolakan atas permintaan Informasi Publik
berdasarkan alasan Informasi Publik yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. tidak disediakannya Informasi berkala;

c. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik;

d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi Publik;

f.  permintaan Informasi Publik dikenakan biaya yang
tidak sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang
telah ditentukan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditunjukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 26
Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis oleh
Pemohon Informasi Publik atau kuasanya dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) dengan mengisi formulir pengajuan keberatan
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Ombudsman ini.
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Dalam hal formulir pengajuan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Perangkat
PPID:

a.

memberikan nomor pendaftaran pada formulir
pengajuan keberatan;

mencatat pengajuan keberatan dalam register
pengajuan keberatan;

menyampaikan salinan formulir pengajuan
keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau
kuasanya sebagai tanda terima  pengajuan
keberatan; dan

menyimpan asli formulir pengajuan keberatan
sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan

keberatan.

Dalam hal formulir permintaan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap,

Perangkat PPID menginformasikan kepada Pemohon

Informasi Publik atau kuasanya untuk melengkapi

formulir pengajuan keberatan.

Bagian Kelima

Tanggapan atas Keberatan

Pasal 27

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang

disampaikan oleh Pemohon Informasi Publik atau kuasanya

secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

dicatatnya pengajuan keberatan dalam register pengajuan

keberatan.
Bagian Keenam
Waktu Layanan
Pasal 28
(1) Layanan permintaan Informasi Publik dan pengajuan

keberatan diberikan sampai dengan 1 (satu) jam sebelum

jam pulang kantor sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di
lingkungan Ombudsman.

Dalam hal permintaan Informasi Publik atau pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setelah berakhirnya waktu layanan, layanan
permintaan Informasi Publik atau pengajuan keberatan

diberikan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketujuh

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 29
PPID menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan
maklumat pelayanan Informasi Publik.
Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan
kesanggupan PPID dalam melaksanakan pelayanan

sesuai dengan standar layanan Informasi Publik.

Bagian Kedelapan

Standar Biaya Layanan Informasi Publik

Pasal 30
Standar layanan Informasi Publik di Ombudsman tidak
dipungut biaya, kecuali untuk Informasi yang ditentukan
Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNBP).
Dalam hal terdapat penggandaan atau perekaman
Informasi Publik yang timbul, biaya ditanggung oleh

Pemohon Informasi Publik.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 31
PPID Utama atau PPID Perwakilan membuat laporan
layanan Informasi Publik Ombudsman  untuk

disampaikan kepada Atasan PPID dan salinannya kepada
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Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Daerah
paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan
anggaran berakhir.

Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi

Publik, yang paling sedikit meliputi:

1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani
pelayanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan Informasi Publik serta

laporan penggunaannya;

b. rincian pelayanan Informasi Publik, yang paling

sedikit meliputi:

1. jumlah permintaan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi
tertentu;

3. jumlah permintaan Informasi Publik yang
dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumlah permintaan Informasi Publik yang

ditolak beserta alasannya.

c. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,

meliputi:

1. jumlah keberatan atau banding atas keberatan
yang diterima,;

2. tanggapan atas keberatan atau banding atas
keberatan yang dikeluarkan, dan
pelaksanaannya oleh Ombudsman;

3. jumlah permintaan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang;

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi Informasi yang berwenang dan

pelaksanaanya oleh Ombudsman;
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5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya
oleh Ombudsman;
d. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan
e. saran dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

(3) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:

a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan
layanan Informasi Publik; dan

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh
pelaksanaan layanan Informasi Publik.

(4) Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan bagian dari Informasi Publik yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

(5) Laporan lengkap layanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dari

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku
permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses
pelayanan sebelum berlakunya Peraturan Ombudsman ini,
selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Ombudsman ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku,

Peraturan Ombudsman Nomor 16 Tahun 2014 tentang
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Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1783), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peratuan Ombudsman ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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OMBUDSMAN

REPUELIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN
DOKUMENTASI

DI

INFORMASI
LINGKUMNGAN

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

STUKTUR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

FEMEINA PPID

ATASAN PPID

[ FPID UTAMA l

TIM PERTIMBANGAN

FERQELOLA
FELATAMAR

FERJELOLA DATA
DAR DOEIMENTASI

PERGELOLA SISTEM
INFORLLAS]

FENVELEAALAY SEHGHEET 4
PUBLIE DN

EOMSULTAS] HLIOLUM

PPD FEFWAKILAN |

PERGELOLA INFOFMAS]
DAN DOKUMERTASL

FEFWAKILAR

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PERMINTAAN

A. Format Formulir Permintaan Informasi
Halaman depan formulir:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
JIHR Raz=na Sakd Kav. C- 10, Jakarta Sekman, 12920
Telp (021} 2251 ATA7, Faks. 013 1} S9GOG0T 08

OMBUDSMAN Welars wwew e badanan g0
:

APIELIE NDONE DS

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
NG Pordatan  AMOTOU 2020

Nama PR T TN Sy
Anmat

No. TepE-mal
Indormasi Yang ctuabban

Tujuan Panggunaan informas!

Cara Memgeroien informasi™

Cara Merdapatean Saknan

Data can informasi yang kami peroien, kami gunakan sesual dangan keleniuzn parundang-
undangan yang berak.

Petugas Peloyanan informas: Pemohon formasi
{Penenma Permchonan)

Hetarangin

"D oleh petugas namor reg P d pubdc
“Fbh saah s desgan marmben Saeda (V)

Tt ywng ek periu

www.peraturan.go.id
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Halaman belakang formulir:

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

I.  Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada
di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan
kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum;
Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan
dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan
ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau
surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi
yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik
juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

Il. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan
Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah Rp 200 perlembar.

Ill. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas
diterimaatau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh)
hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan
Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari
kerja. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN
INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS
INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas
informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik
(misalmenolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang
diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
atasan PPID dalam jangka wakiu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di
permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan
tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon
Informasi diterima.

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan
PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.

www.peraturan.go.id
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B. Format Formulir Pengajuan Keberatan

NN Rarans Sead Kav C- 10, Jatoarts Sebaae, 12900
Telp. (021) 2251 5737, Puien. 021 SVOIT .08
R )

<:> PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

FEPVBLE (RBORIAIS

PEANYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMAS! PUBLIK

A JUAN
Noror Fopistras Kaberatan (er porugoa)*
Norce Pendwitarsn Permohorss
Tuum Porggumaas ilormasl
Identbas Pemotan

N
Nomot Tokpoottl
Idenitan Kuson Pernchan ™
MR Y e e———— ——
Asnst
Nomar Teopariit
B, ALASAR PENGAJIAN KERERATAN™
YO as cRnks
B I Deraty S dsacisa
[ 3 ook
4 Permaraan isiamas dlngegs ik ssbagam aa yarg Simes
- Indgeruas skl Somr iy
! Bays porg Hedok waar
9 Infarras drampaha ooy Y pka nakl yareg O iy

. KASUS POSIS (lamtetikan harias bibs peri)

D HARY ATAS KERER AANDIBERIKAN | . .. W

) 2 pd ™
Derinant butestan |5 sapa SavPaban 7ras serharkn das LrJaga iy, Syl LCaiaan e riakash
Saara .
Nergemhe
Peluges Informast Pargaps Koberatan
(Penerima Keberatan)
G - [ - |
Nama dan Tanda Targan Narra can Tarda Targan
o
et rgas Fand Th L OB da D
1--.-.'—‘”'-' -

g s g 2 s

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AMZULIAN RIFAI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN Il
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN ~ REPUBLIK
INDONESIA

FORMAT REGISTER

A, Register Permintaan Informasi Publik*

N N N S (NN N — I —

AETERANGAN;
Noor ¢ e g oot pendaaran persnobonan e Publih
Tuiggal st tentamp tan il permohinan diterina
Ninwt ¢ o g e pschon,
Mamal ¢ o Aemtang et gl dm jel Pemohon Informas] stk memmucdshban posgiriman ineeman pabiik yuny deminta
Nomee Kontak o vt oo otk (oo tepon Sksional tekepon selules e Pesmbion Infvmant Publik
Peker)omn e Aty pekerjam Penmohon Infeema Wbk,
Infoemas Yang Diniata o g et nforman yang i
Tujuan Penggunann Informasi * s bty ban alavans permobionan dn pengyuenaan efoeman.
Status Informmd i ongan miomheriban tnda (V1 00 ik o Dol poansann, ik Podon PSR i yomg manguasa bl diktalu, e domgon i ol pomberitabonn serlls,
Hotok Informast Y ang Dikeasal ;i dongan mansberkan tanda 1)
Jon Pormabonan s dergan mcbenkan bl (V)
Keplsin e st s o Keputunss dalm postihersiahiuan teriude
Alisan Peoolakan st et aisan panolakam obeh atsan PRID)
Dark don Tanggl ¢ Do bt
o Mard vl penyurmpaian peberithuan totuls sebapainas demakaod dalam Paal 22 Undug-Undang Not 142008 entang Keterbokan Informand PRk dan Peraturan i, Woktu
pomherstahusn el fups monandabom ks posobakan informast apatvh pemohaman difolak Deogoe kata i, dabam hal permehonmn formmash poblik diolk, maka penberitahin
Tertuliy ] mess chngan penolakan,
b, i o gl permberien e kepd Pecbon nformasi Pl
Binyn & Carn Permbuyurnn i Yt ey yasng bt sertn ey do ca pesstayuran yany dilakkom.

*Format s dalah frmat Megivter Permohonan nfonsau Pblik vovara mnal. Hachan Publik dapat menersbonghoe dalans Semat L, mosalnya socarm Kommpulcrsens dengan mesminnih sr-4avar yany drmua sl leemat in)
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B. Register Pengajuan Keberatan*

Kelerangan

No. T it e o] bl

(] s tentang anganl keberatn ity

Ko ol g N Phemion I Pl o mirguban bt in diey i hsany
Ao e alma e cen o Pemonan eermi

Nomar Koak e e Nk (v ekl sk /el Pt nformast Publie

Pekean et sk P s Lt
N, Pancaforn Pormithoran ormist i fang omar et femOl purmances forh: D L ot i Aean I Y o cfumambin iz
B, maka oo I ek e
Informast Yang diminla Al g inormas i e
T P o g e g o,
Alasan Porauan Keboraa (Pasal 35 i oo o 1) e s g i untl gk e sebogamany Pyl 35 a1 Undang Uk
LUK Kelshukan o Pl
A Panolakan ot perminta Iformas| orcsarkan alsan el s amanadmaksue dam Faal 17 Unang U Kkt
{nformes Publlc

b Tk chadakarnya e brkala

ik dggipings peminsdn o

o Poemintiininfers| ik gl sebagainang yon) deminta

@ Tk cpiruhinya pimintan ifrmas

[ Porensn hayd yang ek waje

{1 Pertyoyan infrmsl ying eI Jncka Wty ya) ot tm Uncing Uncing K el Ifoms Pk
Kepulusan dlasin PPID 1 ol g b pudusan ying bl oo Alaan PID
Harfcan gl Pembeeian tanpipit 1 o gl pmbeein gl sdielan
s Keberalan

Nartada Pss| Alsan PPID 1 sty pefaio e ko e gt s g bemern yong i SPO Bt Publk P g urfk
Lk mivakil tasan PPAD
Tongpin Ponchon Inomisl 1) vy g oo ks P s Kt A P
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LAMPIRAN IV

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

KETERANGAN:
“Format i agalah formnat Dafar Informas! sacara Pranua, Backam Pl capat mengemaanghan calam format Lain,misalnyga sécara keenputeeas| yang harus
et e e eleh publi 2 mencakup LmsLr-anr yanglrncat clam Formal il
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